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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya flypaper effect pada belanja pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia, tahun 2006-2008. Dalam hal ini, variable dependen yang digunakan adalah belanja daerah sedangkan variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dummy, untuk membedakan pemerintah kota/ kabupaten Jawa dan Luar Jawa. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 394 pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia dengan sumber data Laporan Relisasi APBD 2006-2008.Penelitian ini menggunakan alat analisis software eviews 6. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum tidak terjadi flypaper effect pada belanja pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia tahun 2006-2008. DAU dan PAD masing-masing signifikan pada taraf 1%, dengan koefisien regresi 0.601837 dan 2.825710. Variabel dummy menunjukkan terjadinya flypaper effect pada pemerintah kota/ kabupaten di Jawa, sedangkan untuk pemerintah kota dan kabupaten di Luar Jawa tidak terjadi flypaper effect. Hal ini dikarenakan perbedaan potensi pendapatan daerah antara Jawa dengan Luar Jawa.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum,  flypaper effect
ABSTRACT

This study aims to identify the occurrence of flypaper on the city and county government spending in Indonesia, in 2006-2008. In this case, the dependent variable used is theshopping area while the independent variable is revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK) and a dummy, to distinguish the city /county Java and Outside Java.  The sample in this study were 394 municipalities and districts in Indonesia with Data sources Relisasi Budget Report 2006-2008.
This  research  uses   software eviews 6. The analysis showed that in general does not occur flypaper on city and county government spending in Indonesia in 2006-2008. DAU and PAD respectively significant at 1% level, with a regression coefficient of0.601837 and 2.825710. Dummy variables indicating the occurrence of flypaper on the city / county in Java, while for municipalities and counties in Outer Java does not happen flypaper. This is because differences in potential  revenues  between Java and outside Java


Keywords: revenue, general allocation fund,  the flypaper
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PENDAHULUAN

Dalam sejarah perjalanan pembangunan Indonesia, khususnya bidang  ekonomi, sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga saat ini menarik untuk dicermati. Pembangunan Ekonomi terbagi dalam beberapa fase, yakni Orde Lama (masa pemerintahan Presiden Soekarno  pada 1946-1965), Orde Baru (Masa Pemerintahan Presiden Soeharto  pada 1965-1997) dan masa reformasi (mulai 1997).  Masing-masing fase dalam pembangunan ekonomi tersebut jika dilihat dari beberapa indikator penting seperti tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan haluan yang digunakan memiliki ritme yang berbeda-beda (Sekretariat Negara RI, 2010).
Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia sangat buruk, bahkan dikatakan mengalami stagflasi. Tambunan (2001) mengemukakan bahwa pada masa awal setelah Indonesia merdeka, defisit neraca pembayaran dan keuangan pemerintah sangat besar, inflasi mencapai 500%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada masa itu kesejahteraan rakyat sangat rendah.
Jika diperbandingkan, kinerja perekonomian beberapa periode pemerintahan Indonesia, maka tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%.
 Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Relatif lebih sulit menilai kinerja Presiden BJ Habibie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) dan Presiden Abdurahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001), karena pemerintahannya relatif pendek, di mana fungsi perencanaan dan pelaksanaan APBN tidak sepenuhnya dilakukan mereka. Sedangkan pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004), yang lebih panjang dari dua Presiden sebelumnya, menunjukkan tren yang meningkat. Tren yang sama sebenarnya terjadi di semua pemerintahan setelah reformasi, dengan fluktuasi yang berbeda. Misalnya, Habibie mampu mengubah pertumbuhan ekonomi negatif menjadi positif secara signifikan dengan prestasi year on year 12,3%. Abdurrahman Wahid mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pertama sejak krisis 1997. Megawati mampu menjaga pertumbuhan ekonomi secara stabil dan menunjukkan peningkatan terus menerus tiap tahunnya. SBY-JK mencatat pertumbuhan ekonomi yang mulai solid di atas 6% dan menjadi benchmark bagi perekonomian yang mulai stabil (Sekretariat Negara RI, 2010 dan BPS, 2010). 
Tabel 1. Pertumbuhan PDB Indonesia

	Tahun
	PDB (%)
	
	Tahun
	PDB (%)

	1977
	9
	
	2002
	4.4

	1980
	9.9
	
	2003
	4.9

	1995
	8.2
	
	2004
	5.1

	1997
	4.7
	
	2005
	5.6

	1998
	-13.1
	
	2006
	5.4

	1999
	0.8
	
	2007
	6.3

	2000
	4.9
	
	2008
	6.8

	2001
	3.8
	
	2009
	7.6


Sumber: Data BPS, 2010

Pemerintahan negera terkait erat dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi daerah merupakan tantangan yang tidak ringan, karena otonomi daerah yang didasari atas kesadaran bahwa peluang bagi daerah untuk membuktikan kemandiriannya. Hal ini berarti otonomi daerah tidak dapat dipandang sebagai sebuah kegagalan. 
Otonomi daerah harus diarahkan pada keberhasilannya dengan dukungan pendanaan yang memadai melalui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Marothia, 2010). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah tidak dapat dipungkiri lagi harus menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat (Regulska, 2009). Maka melalui pengelolaaan keuangan daerah, selain bertujuan untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan, juga ditujukan bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. 
Desentralisasi dinilai sebagai suatu alat kebijakan yang efektif dalam menangani sejumlah masalah berkaitan dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara demokrasi. Robinson dan Harun (2004) menyatakan bahwa desentralisasi dipandang sebagai upaya untuk membedakan dengan rezim penguasa sebelumnya yang dianggap terlalu sentralistis sehingga tidak memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkembang. Hal itu tidak terlepas dari kegagalan dari sejumlah birokrasi sentralistis di bawah rezim pemerintahan sebelumnya di negara berkembang yang mengalami transisi demokrasi. 
Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan merupakan konsep baru di Indonesia. Hal ini telah diatur dalam UU RI No. 5 tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Sundatoko, 2002). Realitanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antardaerah dan wilayah (Mauro, 2001). Praktek internasional desentralisasi fiskal baru dijalankan pada 1 Januari 2001 berdasarkan UU RI No. 25 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU RI No. 33 tahun 2000 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat, lembaga ekonomi, sosial politik, hukum, serta seluruh potensi yang ada dalam masyarakat (Hermani, 2007).
Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah bahwa kebijaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau yang dikenal dengan money follows functions (Gavin, 2008). Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada (Jungbu, 2007). Adapun perimbangan keuangan dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi (Persha dan Bloomley, 2009)

Salah satu konsekwensi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya (Venter, 2007). Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan masyarakat yang pada gilirannya akan mengundang campur tangan pusat, atau bahkan dapat menyebabkan dialihkannya sebagian fungsi-fungsi pemerintah daerah ke tingkat pemerintahan yang lebih atas (Isdijoso dan Brahmantio, 2002). Hal ini mengharuskan adanya dana transfer dari pemerintah pusat. Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Melo (2002) menyatakan bahwa suatu kondisi di mana respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut flypaper effect
.
Ajit Karnik dan Mala Lalvani (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Flypaper Effect Incorporating Spatial Interdependence” membahas proses desentralisasi di negara bagian Maharashtra. Di antara negara-negara bagian di India, Maharashtra dianggap sukses melaksanakan desentralisasi. Dengan sampel 243 pemerintah daerah, Lalvani mengidentifikasi terjadinya flypaper effect pada stimulus pengeluaran hibah dari pemerintah negara bagian untuk pemerintah kota. Penelitian tersebut menggunakan teknik ekonometrik spasial.
Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 2008). Gorodnichenko (2001) dalam Maimunah (2006) menilai bahwa fenomena flypaper effect dapat terjadi dalam dua versi. Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pada saat ini desentralisasi dinilai sebagai suatu alat kebijakan yang efektif dalam menangani sejumlah masalah berkaitan dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara demokrasi (Venter, 2007). Robinson dan Harun (2004) menyatakan bahwa desentralisasi dipandang sebagai upaya untuk membedakan dengan rezim penguasa sebelumnya yang dianggap terlalu sentralistis sehingga tidak memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkembang. Hal itu tidak terlepas dari kegagalan sejumlah birokrasi sentralistis di bawah rezim pemerintahan sebelumnya di negara berkembang yang mengalami transisi demokrasi. 
Menurut Oates (2003) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/ pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisensi alokasi. Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level lokal karena memberikan pertimbangan politikus lokal dan birokrat yang dapat di akses dan peka terhadap kelompok bunga lokal. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

Mauro (2001) menyatakan bahwa desentralisasi dianggap sebagai bentuk pelimpahan otoritas fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Isu di banyak negara tidak lagi membahas pelaksanaan desentralisasi, akan tetapi membahas bentuk desentralisasi yang terbaik. Venter (2007) menunjukkan bahwa desentralisasi telah menjadi pilihan bagi banyak negara sebagai bagian dari kebijakan ekonomi pemerintah di era otonomi daerah. 
Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan merupakan indikator penting dalam mengukur tingkatan otonomi daerah. Sumber keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber non Pendapatan Asli Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dapat dicapai apabila sumber keuangan daerah dapat membiayai aktifitas daerah yang berasal dari PAD (Warner, 2009). 
Pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Tanpa adanya dana yang cukup, maka ciri pokok dari otonomi daerah menjadi hilang. Meskipun daerah juga mendapatkan sumber-sumber dari PAD, namun PAD mempunyai peranan yang strategis di dalam keuangan daerah karena bagi suatu daerah sumber pendapatan daerah merupakan tiang utama penyangga kehidupan daerah. Oleh karena itu para ahli sering memakai PAD sebagai alat analisis dalam menilai tingkat otonomi suatu daerah (Peck, 2005). 
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan keuangan daerah yang penting adalah memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup. Jika penerimaan PAD telah mencapai 20% dari pengeluaran daerah, maka sumber keuangan daerah sudah dapat dikatakan cukup, sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat kecil. Jadi semakain besar prosentase PAD terhadap pengeluaran daerah, maka otonomi daerah dapat dikatakan semakin baik (Abate, 2004). Agar  daerah  dapat   mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Namun mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Machfud Sidik dan Soewondo, 2002). 
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diklasifikasikan dalam 3 sumber, yaitu: PAD (Pendapatan Asli Daerah); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Penerimaan yang sah. Khusus mengenai PAD dapat dikatakan bahwa peranannya/ sumbangannya terhadap keseluruhan APBD masih relatif kecil. Potensi PAD masing-masing daerah sangat jauh berbeda, sehingga menimbulkan terjadinya fiscal gap. 
Fiscal gab terjadi karena karakteristik daerah di Indonesia sangat beraneka ragam, ada darah yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, ada juga daerah yang tidak memiliki kekayaan alam yang besar tetapi karena struktur ekonomi yang telah tertata dengan baik, maka potensi pajak dapat dioptimalkan sehingga daerah tersebut menjadi kaya, dalam artian PAD tinggi. Di sisi lain ada juga daerah yang secara alamiah maupun struktur ekonomi masih sangat tertinggal.
Sebagai bentuk dari kebijakan pelaksanaan otonomi dalam mengatasi fiscal gap adalah transfer antar pemerintah. Pemberian transfer dihadapkan pada suatu fenomena umum dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah yaitu terjadinya peningkatan pengeluaran daerah sejalan dengan meningkatnya dana transfer dari pemerintah. Tujuan utama dari pelaksanaan transfer adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul dalam pembangunan antar daerah (Melo, 2002).
Bahl (2000) mengemukakan bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (there must be a champion for fiscal decentralization). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain.
Terkait dengan sistem desentralisasi, yang memicu adanya dana transfer pemerintah pusat, Ajit dan Lalvani (2008) menyatakan bahwa pemberian transfer pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai belanja daerah yang lebih besar dari pemberian transfer dengan peningkatan upaya pemerintah daerah dalam penggalian sumber-sumber pembiayaan daerah terutama dari fiskal daerah. Namun demikian pemberian transfer berakibat pada ketidakefektifan dalam pembiayaan pengeluaran daerah. Fenomena tersebut dikenal dengan flypaper effect yang mengandung pengertian: (1) terjadinya peningkatan pajak dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan, (2) elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi dari pada elastisitas pengeluaran terhadap pajak daerah (Melo, 2002 dan Venter, 2007)
METODE PENELITIAN 
a. Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi APBD Provinsi tahun 2006 – 2008. Sampel penelitian sejumlah 32 provinsi di Indonesia. Adapun konsep analisis datanya adalah dengan menggunakan data panel. Data panel atau panel data adalah gabungan dari data time series (antar waktu) dan data cross section (antar individu/ ruang). Untuk menggambarkan panel data secara singkat, misalkan pada data cross section, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu waktu. Dalam panel data, unit cross section yang sama di-survey dalam beberapa waktu (Gujarati, 2003).
Regresi dengan menggunakan panel data, memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan standar cross section dan time series.

1.  Keunggulan dan Permasalahan Regresi dengan Data Panel, Hsiao (1986) mencatat bahwa penggunaan panel data dalam penelitian ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis cross section maupun time series; dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. 
2. Panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja. 
3. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section.
Di samping berbagai keunggulan dimiliki model panel data tersebut, ada beberapa permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan data jenis panel, yaitu permasalahan autokorelasi dan heterokedastisitas. Sementara itu ada permasalahan baru yang muncul seperti korelasi silang (cross-correlation) antar unit individu pada periode yang sama.

b. Estimasi Regresi dengan Data Panel

Estimasi model panel data tergantung kepada asumsi yang dibuat peneliti terhadap intersep/ konstanta (intercept), koefisien kemiringan (slope coefficients) dan variabel error (error term). Analisis regresi dengan data panel digunakan untuk menjawab beberapa hipotesis di atas. Di antaranya adalah untuk mengetahui pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah. Data yang diperoleh akan ditabulasi dan diolah secara matematik menggunakan program komputer (software) E-views 6. Adapun model yang akan digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel internal pemda adalah;

Di mana:
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: Dana Alokasi Khusus
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: Pendapatan Asli Daerah
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: Dummy, 1 : Jawa dan 0 : Luar Jawa
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: Error Term
Analisis data panel merupakan pengembangan dari analisis regresi. Terdapat tiga metode regresi dasar yang ada, yaitu Common Pooled Least Square, Fixed Effect Regression, dan Random Effect. Untuk mengetahui metode yang paling sesuai dapat dilakukan dengan Uji Hausmann, Uji Lagrange Multiplier (LM), dan Uji Chow.
Uji Haussman digunakan untuk memilih antara Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM). Hipotesis dari uji Haussman adalah:
Ho
: estimator random konsisten

Ha
: estimator random tidak konsisten
Di mana Ho diterima artinya REM lebih baik digunakan daripada FEM, dan sebaliknya. Maka Ho diterima/ ditolak jika:
X2tab > X2hit 
: Ho diterima

X2tab < X2hit
: Ho ditolak
Untuk mendapatkan nilai X2hit diambil dari perbedaan nilai beta dan covarian setiap metode. Uji statistik Haussman yang dapat dilakukan adalah (Haussman, 1978):

[image: image13.png](Brsse = Brsu)”

w=_—F2 B x2(1)

(V(Brew) —V (Bazur))




dan untuk multivariate, 
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Uji statistik Haussman ini mengikuti distribusi chi-square (X2) dengan degrees of freedom sebanyak k di mana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Haussman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah FEM, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Haussman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah REM. Menurut Judge (1985), ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan pendekatan mana yang dipilih (FEM atau REM) dalam estimasi panel data, yaitu:
· Jika ε dan X berkorelasi, maka lebih baik menggunakan FEM, dan jika ε dan X tidak berkorelasi, maka lebih baik digunakan REM
· Jika T (jumlah time series) besar dan n (jumlah individu/ unit) kecil, perbedaan keduanya relatif kecil, maka lebih baik menggunakan FEM
· Jika n besar dan T kecil, digunakan FEM apabila unit tidak random dari sampel yang besar dan digunakan REM apabila unit diambil secara random
· Jika n besar dan T kecil dan apabila asumsi REM terpenuhi, estimator REM lebih efisien dibandingkan FEM
Uji chow digunakan untuk memilih model antara common effect dengan fixed effect.
· Jika Ho diterima, maka model pool (common). 
· Jika Ho ditolak, maka model fixed effect
Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara OLS tanpa variabel dummy atau memilih random effect. Uji Lagrange Multiplier (LM) yang dapat dilakukan adalah (Breusch dan Pagan, 1980):
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Di mana,

n
: jumlah individu

T
: jumlah periode waktu

e
: residual metode OLS

Jika perhitungan LM > X2 dengan satu derajat kebebasan, maka Ho ditolak, artinya REM bisa digunakan untuk mengestimasi persamaan regresi.
Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode PLS tanpa variabel dummy atau memilih fixed effect. Uji statistik F yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut (Green, 2000):
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Di mana,
R2UR
: mengacu pada unrestricted model
R2R
: mengacu pada restricted model
n
: jumlah unit cross section
T
: jumlah unit waktu

K
: jumlah parameter yang akan diestimasi

Jika ternyata hasil perhitungan F stat ≥ F (n-1,nT-n-K), berarti Ho ditolak, artinya intersep untuk semua cross section tidak sama. Dalam hal ini, FEM digunakan untuk mengestimasi persamaan regresi. Sementara itu, hal-hal yang harus diperhatikan jika menggunakan FEM (Kumastuti, 2008). Pertama, penggunaan variabel dummy akan menimbulkan masalah degrees of freedom. Kedua, kemungkinan terjadi multikolienaritas. Ketiga, FEM tidak bisa digunakan untuk mengetahui dampak variabel yang invariant. Keempat, error term harus diperhatikan sehingga asumsi klasik error term harus dimodifikasi.
R² adalah perbandingan antara; variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Selain variabel-variabel indepanden tersebut yang juga berpengaruh terhadap DPK dimasukkan dalam variabel E, atau yang sering disebut dengan standar eror. R² akan bernilai 1 jika dijumlahkan dengan E. Semakin besar nilai R², maka model tersebut dikatakan tepat atau dapat dipercaya.
Hasil ini dapat diterima jika uji F menunjukkan nilai yang besar/ signifikan. Jadi, keputusan untuk menerima dan menggangap suatu model sebagai model yang benar dan dapat dipercaya harus dilihat bersama-sama antara besarnya nilai F dan R². R² dirumuskan dengan (Gujarati, 1995) dalam (Setiaji, 2006)):
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Di mana 
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 adalah Y estimasi atau estimasi garis regresi dan 
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 adalah  nilai Y rata-rata, yang diperoleh dengan memasukkan nilai parameter vaiabel independen, dan harga variabel independen tersebut.

c. Identifikasi Flypaper Effect
Asumsi penentuan terjadinya flypaper effect pada penelitian ini fokus pada perbandingan pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah. Melo (2002) dan Venter (2007) menyatakan bahwa flypaper effect terjadi apabila:
1. Pengaruh/ nilai koefisien DAU terhadap belanja daerah lebih besar dari pada pengaruh PAD terhadap terhadap Belanja Daerah, dan nilai keduanya signifikan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh/ respon PAD terhadap Belanja Daerah tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi flypaper effect.

Secara singkat, identifikasi flypaper effect tergambar sebagai berikut:

Gambar I : Kerangka Konseptual Flypaper Effect
Sumber : Mengadopsi pemikiran Melo (2002) dan Venter (2007)

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
a. Evaluasi APDB 2010

APBD TA 2010 merupakan penggabungan dari 524
 Peraturan Daerah tentang APBD yang terdiri atas 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Total pendapatan daerah (aggregate provinsi, kabupaten, kota) adalah sebesar Rp403,0 triliun, sedangkan total belanja daerah (aggregate provinsi, kabupaten, kota) adalah sebesar Rp443,6 triliun (Laporan Realisasi Triwulan II APBD TA 2010).
Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  TA 2010

	Mata Anggaran
	Jumlah Anggaran (milyar rupiah)

	
	Prov, 
Kab,
 Kota
	Prov
	Kab
	Kota

	
	
	
	
	

	Pendapatan
	403,042
	102,318
	243,01
	57,705

	PAD
	   71,852
	47,331
	16,475
	 8,046

	Dana Perimbangan
	 292,281
	45,024
	 205,208
	42,049

	Lain-lain pend. yang sah
	   38,909
	  9,964
	21,336
	 7,609

	
	
	
	
	

	Belanja
	443,560
	113,133
	265,305
	65,122

	Pegawai
	198,562
	 29,838
	134,906
	33,818

	Barang dan Jasa
	   82,007
	 26,872
	   42,838
	12,297

	Modal
	   96,178
	 26,307
	   55,935
	13,936

	Lainnya
	   66,813
	 30,116
	   31,627
	  5,070


Sumber: Laporan Realisasi Triwulan II APBD TA 2010
Realisasi APBD pada triwulan II TA 2010 memperlihatkan bahwa secara persentase, realisasi pendapatan daerah secara nasional (aggregate provinsi, kabupaten, kota) lebih besar dibandingkan dengan persentase realisasi belanja daerah. Realisasi pendapatan daerah secara nasional adalah sebesar 52,1%, sedangkan realisasi belanja daerah secara nasional (aggregate provinsi, kabupaten, kota) baru mencapai 32,7% (Laporan Realisasi Triwulan II APBD TA 2010).
Dari data sampel sebanyak 219 daerah, sampai dengan triwulan II, daerah yang merealisasikan pendapatan daerah paling tinggi adalah Kabupaten Natuna, yaitu sebesar 68,48% sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Bandung sebesar 37,61%. Sementara realisasi belanja daerah yang paling tinggi adalah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 47,85% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Puncak sebesar 17,84%. Perbandingan antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah secara nasional dapat dilihat pada grafik 1 dibawah ini.
Grafik 1. Realisasi APBD Triwulan II TA 2010
 (dalam persen)

[image: image20.emf]
Sumber: Laporan Realisasi Triwulan II APBD TA 2010

Realisasi pendapatan daerah untuk triwulan II yang tertinggi berasal PAD yaitu 55,3%, diikuti oleh dana perimbangan 51,3% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 49,6%. Sementara itu, realisasi belanja daerah secara nasional (aggregate provinsi, kabupaten, kota) yang terbesar diperuntukan belanja pegawai (belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung) yaitu 44,4%, diikuti oleh belanja lainnya yaitu 30,6%, belanja barang dan jasa yaitu 28,0% dan belanja modal yang baru mencapai 13,0%. Rincian realisasi pendapatan dan belanja daerah secara nasional dapat dilihat pada grafik 2 dibawah ini:
Grafik 2. .Realisasi APBD Nasional Triwulan II TA 2010 (dalam persen )

[image: image21.emf] Sumber: Laporan Realisasi Triwulan II APBD TA  2010
Untuk provinsi, besarnya realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2010 hampir dua kali lipat lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi belanjanya. Realisasi pendapatan adalah 51,3% sedangkan belanja daerah baru mencapai 26,9%. Komponen pendapatan daerah provinsi yang terealisasi paling tinggi adalah PAD sebesar 56,6% diikuti oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu 48,4% dan dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) sebesar 45,1%. Sementara itu, realisasi belanja daerah yang tertinggi adalah untuk belanja pegawai sebesar 37,8%, diikuti belanja lainnya dan belanja barang dan jasa, yang masing-masing sebesar 33,9% dan 29,1%. Untuk belanja modal sampai dengan akhir Juni 2010, realisasi masih sangat rendah yaitu baru mencapai 12,7%. 
Dari sampel daerah provinsi, sampai pada triwulan II, provinsi yang merealisasikan pendapatan daerah paling tinggi adalah Provinsi Banten sebesar 63,1% sedangkan yang paling rendah adalah Provinsi DKI Jakarta 44,5%. Sementara, provinsi yang paling tinggi realisasi belanjanya adalah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 44,4% dan yang paling rendah adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 20,2%. Rincian realisasi pendapatan dan belanja daerah provinsi dapat dilihat pada grafik 3  dibawah ini:

Grafik 3..  Realisasi APBD Provinsi Triwulan II TA 2010 (dalam persen)
[image: image22.emf]
Sumber: Laporan Realisasi Triwulan II APBD TA 2010
Dibandingkan dengan periode yang sama pada TA 2009, secara persentase realisasi APBD (Aggregate provinsi, kabupaten, kota) pada triwulan IITA 2010 memperlihatkan kenaikan, baik pada pendapatan maupun belanja daerah. Realisasi pendapatan pada triwulan IITA 2010 mencapai 52,1%, lebih besar 3,6% dibandingkan realisasi pendapatan daerah pada periode yang sama pada TA 2009 yang sebesar 48,5%. Hal yang sama juga terjadi pada realisasi belanja daerah yang juga mengalami peningkatan yaitu dari 31,7% pada triwulan IITA 2009 menjadi 32,7% pada triwulan IITA 2010 atau naik sebesar 1,0%. Grafik 4 berikut menunjukkan perbandingan realisasi pendapatan dan belanja daerah triwulan II pada TA 2009 dan 2010.
Grafik 4. Perbandingan Realisasi APBD Triwulan II TA 2009 dan 2010 (persen)
[image: image23.emf]
Sumber: Laporan Realisasi Triwulan II APBD TA 2010

b. Tren Realisasi APBD Triwulan I dan II TA  2010
Tren realisasi APBD merupakan fluktuasi (peningkatan/penurunan) realisasi APBD pada triwulan II dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I. Secara nasional, kenaikan realisasi pendapatan dari triwulan I ke triwulan II mengikuti pola triwulanan yang wajar, yaitu dari berkisar 25% pada triwulan I menjadi berkisar 50% pada triwulan II. Namun untuk tren realisasi belanja ternyata masih jauh dibawahnya, yaitu hanya di kisaran 13% pada triwulan I dan naik menjadi sekitar 33% pada triwulan II. 
Apabila dilihat pada rincian belanja, maka realisasi belanja pegawai relatif mengikuti pola yang relatif lebih baik, namun untuk belanja barang dan jasa, dan terutama belanja modal perkembangannya cenderung sangat lambat. Beberapa hal yang sangat mungkin menjadi penyebab keterlambatan tersebut antara lain keterlambatan penetapan APBD, proses lelang yang belum selesai, atau juga permasalahan teknis lain yang mengakibatkan belanja baru dapat direalisasikan setelah adanya perubahan APBD (yang rata-rata dilakukan pada bulan Agustus-September). Secara detail, gambaran tren realisasi APBD Nasional triwulan I dan II tahun 2010 dapat dilihat pada grafik berikut;
Grafik 5. Perbandingan Realisasi APBD Triwulan I dan II Tahun 2010 (persen)

[image: image24.emf]
Sumber: Laporan Realisasi Triwulan II APBD TA 2010

c.  Pemilihan Model
Sebelum melakukan analisis regresi data panel, maka dilakukan uji pemilihan model apakah regresi dilakukan dengan metode common effect, fixed effect maupun random effect.

a. Pemilihan model antara common effect dengan fixed effect yaitu dilakukan dengan uji chow test. Dengan mengunakan bantuan software Eviews 6 maka didapatkan hasil uji chow bahwa P value lebih besar dari 5 persen (P value > α 5%), maka model yang dianjurkan dan model yang lebih baik antara common effect dengan fixed effect adalah model Fixed Effect.

b. Pemilihan model antara Fixed Effect dengan Random Effect dilakukan dengan Hausman Test.
Pertimbangan memilih model fixed effect dan random effect menurut Judge, et. al. (1980) adalah sebagai berikut:

· Bila t (time series) besar dan n (cross section) kecil maka hasil fixed effect dan random effect tidak jauh berbeda sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah dihitung, yaitu fixed effect.

· Apabila n besar dan t kecil, hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Apabila kita meyakini bahwa cross section yang digunakan diambil secara acak maka harus random effect. Sebaliknya, apabila kita yakin cross section yang dipilih tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan fixed effect.

· Apabila komponen error individual berkorelasi dengan variabel bebas maka parameter yang diperoleh dengan random effect akan bias sementara parameter yang diperoleh dengan fixed effect tidak bias.

· Apabila n besar dan t kecil dan asumsi yang mendasari random effect dapat terpenuhi maka random effect lebih efisien dari fixed effect.
Dengan mengunakan bantuan software Eviews 6 maka didapatkan hasil Hausman Test sebagai berikut: Hausmann statistics mengikuti distribusi chi square dengan k derajad kebebasan di mana k tersebut besarnya sama dengan jumlah koefisien slope hasil estimasi. Dengan perbandingan terhadap chi square table, jika Hausmann statistics lebih besar dari chi square tabel maka cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, sehingga model yang paling tepat adalah fixed effect.

c. Pemilihan model antara  common effect dengan random effect .
Pemilihan model antara common effect dengan random effect dengan menggunakan Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Lagrange Multiplier (LM) yang dapat dilakukan adalah (Breusch dan Pagan, 1980):
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Jika perhitungan LM > X2 dengan satu derajat kebebasan, maka Ho ditolak, artinya REM bisa digunakan untuk mengestimasi persamaan regresi. Dari hasil LM tes, diperoleh nilai 5.9064232. Nilai ini lebih kecil dari pada Chi-square (α:1%) sehingga model yang dipakai adalah Common Effect.
d. Identifikasi Flypaper Effect pada Belanja Daerah

Faktor internal pemda yang mempengaruh belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dummy. Sebelum melakukan analisis regresi data panel maka dilakukan uji pemilihan model antara metode Common Effect, Fixed Effect maupun Random Effect (proses olah data terlampir). Dari ketiga proses pemilihan model tersebut maka yang sesuai adalah model Fixed Effect Model (FEM). Adapun hasil estimasi untuk melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel terikat dengan menggunakan metode FEM secara singkat adalah sebagai berikut:

Yit = -121331.3 + -0.139DAUit + 1.234DAKit + 1.020PADit  + 229237.8 Dit

       (-1.274359)*      (1.056555)**      (9.335184)***       (0.261142)*

R2 

: 61,46 % 

F 

: 23.65457 

Prob (F-statistic) 
: 0.000000

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan positif pada taraf 1 persen (α = 1%). Dana Alokasi Umum (DAU), berpengaruh signifikan dan positif pada taraf 5 persen (α = 5%), sedangkan dummy berpengaruh signifikan dan positif pada taraf 10 persen (α = 10%). Hal ini berarti bahwa tidak terjadi flypaper effect pada Belanja Daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa karena respon PAD terhadap Belanja Daerah lebih cepat dari pada respon DAU terhadap Belanja Daerah.

SIMPULAN 
Transfer antar pemerintah merupakan salah satu bentuk kebijakan pelaksanaan otonomi dalam mengatasi fiscal gap. Pemberian transfer dihadapkan pada suatu fenomena umum dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah yaitu terjadinya peningkatan pengeluaran daerah sejalan dengan meningkatnya dana transfer dari pemerintah. Tujuan utama dari pelaksanaan transfer adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul dalam pembangunan antar daerah.
Pemberian transfer pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai belanja daerah yang lebih besar dari pemberian transfer dengan peningkatan upaya pemerintah daerah dalam penggalian sumber-sumber pembiayaan daerah terutama dari fiskal daerah. Namun demikian pemberian transfer berakibat pada ketidakefektifan dalam pembiayaan pengeluaran daerah atau yang dikenal dengan flypaper effect.
Penelitian ini fokus pada pengidentifikasian terjadinya flypaper effect pada belanja daerah dengan sampel 32 pemprov, dengan variabel kontrol (dummny) yaitu Jawa dan Luar Jawa. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama kurun waktu antara 2006-2008; tidak terjadi flypaper effect pada belanja daerah pemerintah provinsi di Indonesia. Respon PAD terhadap Belanja Daerah lebih signifikan dari pada respon DAU terhadap Belanja Daerah, baik di Jawa maupun luar jawa.
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� Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Courent, Gramlich, dan Rubield (1979) untuk mengartikulasikan pemkiran Arthur Okun (1970) yang menyatakan “money stick where it hits” sejauh ini belum ada padanan kata “flypaper effect” dalam bahasa Indonesia.


� Telah mencakup Perda APBD dari seluruh daerah (dalam laporan realisasi triwulan I yang dipublikasikan pada akhir Mei 2010 disebutkan 522 Perda APBD, karena masih terdapat 2 daerah yang belum menyampaikan APBD mereka)


� Data terakhir dari Laporan Realisasi APBD TA 2010
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